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"Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil; kita baru yakin 

kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik”. 

ABSTRAK 

Skripsi yang berjudul ‚Studi Komparatif Antara Hukum Positif dan 

Hukum Pidana Islam Terhadap Pedofilia‛ ini adalah hasil penelitian kepustakaan 

untuk menjawab pertanyaan membandingkan sekaligus mencari persamaan dan 

perbedaan antara hukum positif di Indonesia dan hukum pidana Islam terhadap 

pedofilia. 

Data penelitian dihimpun melalui pembacaan dan kajian teks (text 
reading) dan selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif-komparatif. 

Sehingga diharapkan dapatmenganalisa dengan jelaspandangan hukum islam dan 

hukum positif terhadap pedofiliadengan teknik pengumpulan data melalui 

penelitian terhadap bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan 

tersebut. 

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hukum Islam dan positif sama-sama 

memandang pidana pedofil ‚kejahatan yang sangat berat‛ karena akan merusak 

generasi penerus (hifzdual-nasl) dan kondisi kejiwaan (hifzdun al-nafs). 

 Menjadi suatu hal yang menarik karena dampak dari kasus pedofilia ini 

sangat besar, di mana korban akan mengalami trauma yang berkepanjangan. 

Namun sungguh sangat disayangkan, korban yang sudah jelas mengalami 

penderitaan dan trauma yang berkepanjangan yang nyaris seumur hidupnya 

‚kadang‛ tidak memperoleh perlindungan yang semestinya ia dapatkan. Hal ini 

jelas menjadi suatu kenyataan bahwa posisi korban masih dilemahkan oleh 

perangkat yang ada dalam masyarakat.Walaupun Undang-Undang sudah 

mengatur tentang tindak pidana tersebut. 

Oleh karena itu Bagi penegak hukum, diperlukan agar dapat 

memaksimalkan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak 

pidana pedofilia.Dan untuk masyarakat diperlukan untuk turut aktif dalam 

pengawasan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak 

pidana pedofilia. 

 

 

 

 

 

 


